BAB VI
PENUTUP

6.1  Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis, disimpulkan bahwa
Pemerintah sebagai provider (penyedia) dalam ketersedian listrik di Desa Tenda
Ondo Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende disebabkan oleh faktor sumber
daya finansial dan masalah teknis. Adapun rincian kesimpulannya sebagai berikut:
6.1.1 Sumber Daya Finansial

Yang dimaksud dengan sumber daya finansial dalam penelitian ini adalah
terbatasnya anggaran dan tingginya biaya pendanaan dan masalah di PLN
sehingga berpengaruh terhadap Ketersedian Listrik di Desa Tenda Ondo
Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende.

1. Terbatasnya Anggaran Dan Tingginya Biaya Pendanaan

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwatidak adanya pasokan
jaringan listrik di Desa Tenda disebabkan oleh Terbatasnya anggaran dan
tingginya biaya pendanaan dimana anggaran pembangunan listrik memakan
anggaran sebesar Rp 6 Miliar perdesa. Biaya pengadaan pembangunan
pembangkit tenaga listrik yang dilaksanakan oleh PT PLN anggarannya
bersumber dari APBN, anggaran internal PT PLN (Persero), dan sumber dana
lainnya yang sah selain itu Dana Desa hanya bisa digunakan untuk pembangkit

listrik tenaga mikrohidro; pembangkit listrik tenaga biodiesel; pembangkit listrik
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tenaga matahari; pembangkit listrik tenaga angin;instalasi biogas; dan jaringan
distribusi tenaga listrik (bukan dari Perusahaan Listrik Negara) .

2. Masalah di PLN

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa masalah yang menyebabkan
pasokan listrik belum teraliri di Desa Tenda Ondo disebabkan oleh mahalnya
biaya operasional bahan bakar batu bara sebagai bahan bakar utama penggerak
turbin uap, rusaknya beberapa mesin pembangkit rusak sehingga tidak mampu
menjangkau daerah pedalaman di Kabupaten Ende, akses jalan yang buruk,
topografi Desa Tenda Ondo yang berbukit-bukit , masalah pembebasan lahan
tanah untuk pemasangan tiang dan kabel listrik dan mahalnya biaya pembangunan
listrik
6.1.2 Masalah Teknis

Yang dimaksud dengan masalah teknis dalam penelitian ini adalah
pembebasan tanah dan kepastian hukum, faktor geografis berupa kondisi alam
sehingga menyulitkan pemasangan tiang dan kabel listrik, pola pemukiman
masyarakat yang saling berjauhan dan terbatasnya jaringan distribusi listrik
berupa tiang dan kabel listrik.

1. Pembebasan Tanah Dan Kepastian Hukum

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwamasalah teknis dalam
Pembebasan tanah dalam pembangunan tiang listrik di Desa Tenda Ondo
disebabkan oleh permasalahan kepemilikan sertifikat tanah sehingga menyulitkan
PLN untuk melakukan pembayaran atas pembebasan tanah yang di peruntukkan

untuk pembangunan Pembangkit Listrik. Adapun upaya oleh Pemerintah Desa
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dan Tokoh Adat dalam menyelesaikan konflik permasalahan pembebasan lahan
tanah untuk pemasangan tiang listrik dengan cara memediasi pihak PLN dan

masyarakat terkait pembebasan tanah dan pembayaran ganti rugi tanah

2. Geografis Berupa Kondisi Alam Sehingga Menyulitkan Pemasangan
Tiang Dan Kabel Listrik
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwamasalah teknis dalam
Pembebasan tanah dalam pembangunan tiang listrik di Desa Tenda Ondo
disebabkan oleh permasalahan faktor geografis berupa kondisi alamberupa
kondisi alam yang berbukit-bukit, infrastruktur jalan yang rusak dan banyaknya
pohon-pohon yang lebih besar dan tinggi dari tiang listrik menyebabkan petugas
PLN kesulitan dalam pemasangan tiang dan kabel listrik
3. Pola Pemukiman Masyarakat Yang Saling Berjauhan Dan
Terbatasnya Jaringan Distribusi Listrik Berupa Tiang Dan Kabel
Listrik
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwaPola pemukiman
masyarakat di Desa Tenda Ondo yang saling terpencar dengan jarak yang saling
berjauhan antara yang satu dengan yang lain merupakan kendala utama bagi
petugas PLN dalam pemasangan tiang dan kabel listrik sehingga membutuhkan
waktu dan biaya operasional yang besar dalam hal tiang dan kabel listik
6.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan penulis dapatkan diatas berkaitan dengan

Pemerintah Sebagai Provider Studi Tentang Pelayanan Listrik Bagi Masyarakat di
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Desa Tenda Ondo Kecamatan Nangapenda Kabupaten Ende, maka saran yang
ingin penulis berikan yaitu:

1) Perlu adanya perbaikan infrastruktur jalan untuk memudahkan
pengangkutan material pembangunan listrik seperti tiang, kabel
dan gardu listrik

2) Perlu adanya komunikasi politik antara pemerintah desa tenda
ondo, Kabupaten Ende dan UP3 Flores Bagian Barat dalam

kelancaranketersedian listrik di Desa Tenda Ondo
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